PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
JI. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121 12, Faraluren Daersh Kota Bogor Nomar 3 Tehun 2008 lentang Uusan Pemedniahsn Hola
Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: http:ifbpptpm kotabogor.go.id Bogor (Lamberan Caerah Kets Begoe Tahun 2008 Nonmor 2 Sei O

13, Paraluran Csorah Kota Bages Momer 4 Tahun 2014 Llanlang Ovgevisas Porangkat Oasrsh
iLarmbaran Rasrah Kola Bagor Tahur 2014 Momo- 2 Sari 0

KEPUTUSAN 1. Perawran Wwalmeie Sogor Somor 1 Tehun 2016 1etang Palirpahan Kewsnangan Felaysnan
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Parzinan dan Mon Perizinan di Lingkungan Pemarirtah Kota Bogor (Hedta Desrah Kols Bogar
KOTA BOGOR Tahun 2015 Moo 1 Sed E);
NOMOR : 45 |- pi{ ~BPPTPM-IVIZ016 15 Paralyran YWeaikols Bogor namor 2 Talwn 2016 tenlany Pedoman dan Tata Cara Palayanan
Perizingn Mon Parnzinan pads Biden Pelayanan Penizinen Temmady dan Peranoman Bods
TENTANG Kzt Begor. (Berila Dacrah Kola Begor Tanun 2016 Nomos 2 San E)

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOILAH DASAR (SD)
KEPADA YAYASAN HIMMA ALIYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL MEMUTUBAN -
KOTA BOGOR,
Menalapkan
Menimbang : a. bahwa SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ALIYA lelah diterbitkan lzin Pendirian dan KESATU

Memtsarikan pembatarsen izin Operasional Sekalah Dasar (509 mapeda
Penyelenggaraan Sekolah Dasar berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Bogor No. 421.2/16 - Disdik tahun 2004 Tanggal 18 Pebruari 2004 dan Drs Agus

o OYAY.

Siswatama Singgih atas nama Yayasan Himma Aliya beralamat di jalan Gardu Raya RT 03 Jr;-lf_::‘:l‘fawasan el T Gﬁﬂﬂ‘g‘pﬁﬂ.ﬁ 91

RW 11 ¢ Bubulak, K Bogor Barat, Kola Bogor, telah mengajukan i mlma“ sk '

P F Izin Op i Formal dad Yayasan Aliya menjadi Kecamatan B orﬁmal

Yayasan Himma Aliya dengan nomor pendaftaran 20160307.8D.02070 tanggal 07 Maret = b g

e Mamg Seralah . BEKOLAH DASAR ISLAM TERFADU ALITA
b. bahwa berdasarkan surat nomor 01/YHA/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal penggantian g ¢

Nama Yayasan dari Yayasan Aliya Menjadi Himma Aliya dan telah diakiakan sebagaimana Alamnat Sakclah Jalan Giardu Raya ST DNRW 11,

Akta no 1 tanggal 19 November 2011 yang dibual dihadapan Notaris, Ny Diah Kusumawadani Fehrahan  Bubuiak,

SH, 1 n di Bogor mﬁg‘:;m Bogor Banal,

s [ =13

c. bahwa Akta pendirian Yayasan Himma Aliya talah disahk keput Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-8575.AH.01.04. Tahun
2011 pada tanggal 16 Desember 2011

EDLA ;K i i dhim Ak Dikfurn KESATU | bragai
d. bahwa setelah penelitian i i, serla sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan H 3 g:mlwﬁ_snn ik dsbigainme SR e e bl el b L
Kota Bogor Nomor 421.2/851- Dikdas Tanggal 04 Maret 2016 perhal Rekomendasi
Bk lrin O yasay Formal, terhadap h G

& mematuhi ketanbuan paraluran perardang- undsngan;
b. membual laporan secars brekala kepmia Cinss Permsdikan Kots Bagos,

dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

e. bahwa perimbang i dimak pada huruf a, b, ¢ dan huruf d, padu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; “ETIGA : Mpabila |zin cperagana sakalah i didak memeivhi sebagarnena dimaksud pada Cikmm KEDU.
maka ahen dilakskan pencabulan izis kérdak sesuai dengan ketentusn peraturen peruadang
Mengingal  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan unangAn;
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepolisme (Lembaran Negara ublik Ind ia Tahun o _ 2 I
1999 Nomor 75, "r):nbahanlt.embamnp:legsm‘:kepuMik?nd:r?;sia mor a&sn?mm n REEMPAT  : Mase baftaku izin aperasional seholah ini berfaky ok 2 fdua) tahun pslajeran 20186201

PMTIZE dan wajit melakucen pepanjargan ixn pang disjukan paling Gamben 1
2. Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem F idhi il

i sebaluim s bedtako izioini besakhir
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Ddsen (Lembaran Negara Republik
hen Lamb i :

Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tamb Negara Republi Normor Ceetephan di Bogar
4588); pada 1anggal 'I d :”’} i'-. ?ﬂ15
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ‘tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang " WALIKOTA BOGOR
Nomor 23 tahun 2014 Tentang F i Daerah, (L Negara Republik Ind o
tahun 2015 nomor 58); ~MEPALR BADAN PELAYANAN
X Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang P Kedua Atas Perati 0
Pemarintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8 P Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan;
7. P Menteri Pendidikan Nasi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan;
8 P Menter Pendi i MNomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Uniuk
Satuan Pendidikan Dasar dan M h;
9. P Menteri Pendidikan Nasional Momor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
Administrasi Sekolah/Madrasah;
10. Perat Menteri Pendidikan Masi Nomor 68 Tahun 2010 fentang Perubahan atas Tambusen: i :
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Fenyelenggaraan 1 Yih. Bapak Waliketa Dogar (3sbags Laperan
Pendidikan; 2 ¥ih Wepals Dings Pendidikan Kats Bogess
11,

P Menteri P Nasional Republik Indonesia Nomor 080/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;



